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PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan dalam perkara
permohonan :
Muhammad Yasin umur 38 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta Alamat Desa Kabu Blang Sapek Kecamatan
Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, Warga Negara Indonesia
yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan
tersebut ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan
tertanggal 5 Februari 2020, Register Nomor: 10/Pdt.P/2020/PN Skm yang
berbunyi sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan permohonan Kepada Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk mengganti nama anak Pemohon
dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Erna
Suryani berdasarkan Surat Nikah Nomor 135/04/X1/2012 tanggal 24
Oktober 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa anak pertama Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan
Nomor 1115-LT-31082015-0022 lahir di Kabu Blang Sapek pada tanggal
11 Desember 2013 diberi nama Yesi Nabila anak kesatu jenis kelamin
Perempuan dari (ayah) Muhammad Yasin dan (ibu) Erna Suryani;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pertama Pemohon yang
berjenis kelamin perempuan tersebut yang sebelumnya bernama Yesi
Nabila menjadi Naura Qiswa;

- Bahwa alasan Pemohon melakukan pergantian nama ini karena anak
pemohon sering sakit-sakitan dan ada anggapan orang tua ditempat
tinggal pemohon untuk mengganti nama anak pemohon tersebut agar

tidak sakit-sakitan lagi;
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- Bahwa pemohon telah sepakat dengan istri untuk mengganti nama anak
pemohon tersebut;

- Bahwa untuk melakukan pergantian nama anak pemohon ini dalam kartu
keluarga (KK) pemohon dan Akte Kelahiran anak perlu ditetapkan oleh
Undang-Undang maka pendaftaran tersebut memerlukan izin/penetapan
dari Pengadilan Negeri;

Untuk memperkuat dalil pemohon mengajukan bukti — bukti sebagai
berikut :

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. 1115012501820002

- Foto Copy Kartu Keluarga No. 11150631081500001 pada tanggal 1
Agustus 2017;

- Foto Surat Nikah Pemohon Nomor 135/04/X1/2012;

- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama Yesi Nabila
Nomor :1115-LT-31082015-0022 lahir di Kabu Blang Sapek pada tanggal
11 Desember 2013;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima permohonan
pemohon dan memanggil pemohon untuk didengar keterangannya di
persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai
berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

2. Memberi 1zin untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula YESI
NABILA menjadi NAURA QISWA,;

3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di
Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang
pergantian Nama Anak Pemohon didalam Kartu Keluarga (KK) pemohon
Nomor 1115063108150001 dan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor
1115-LT-31082015-0022 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang
bersangkutan.

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah
permohonannya dibacakan serta dijelaskan kepada Pemohon, Pemohon
menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah didengar
keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon

telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy P-1 s/d P-4 yang telah
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disesuaikan dengan aslinya dan telah dimateraikan secukupnya (vide UU

No0.13 Tahun 1985), yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1115012501820002 atas hama
Muhammad Yasin sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115063108150001 atas nama Kepala
Keluarga Muhammad Yasin tanggal 1-08-2017 sesuai dengan aslinya
diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-31082015-0022 atas
nama Yesi Nabila sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/04/X1/2012 atas nama
Muhammad Yasin dan Erna Suryani sesuai dengan aslinya diberi tanda P-
4;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2

(dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Siti Hajidah dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan isrti serta anaknya karena
saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon bermaksud untuk mengganti
nama anaknya yang sebelumnya diberi nama Yesi Nabila menjadi
Naura Qiswa;

- Bahwa nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Yesi Nabila
sering sakit sehingga Pemohon khawatir akan pertumbuhan anaknya
nanti;

- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya menjadi Naura Qiswa
demi kepentingan masa depan anaknya;

- Bahwa keinginan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut
merupakan kesepakatan bersama dengan istri setelah pergi ke orang
yang dituakan di kampung katanya nama anak pemohon tidak cocok
sehingga anak pemohon sering sakit;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon
menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Maulina Sabna dibawah sumpah didepan persidangan pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga dari

Pemohon;
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- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ada memasukkan
permohonan ke Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk mengganti
nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Yesi Nabila menjadi
Naura Qiswa;

- Bahwa anak Pemohon sering sakit sehingga Pemohon khawatir
anaknya akan mengalami kesulitan dimasa depan;

- Bahwa mengganti nama anak dari Yesi Nabila menjadi Naura Qiswa
sudah merupakan kesepakatan Pemohon dengan istrinya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon

menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka
segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara
permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon menyatakan tidak
ada lagi mengajukan sesuatu dan memohon penetapan dalam perkara ini,
maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini
dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut diatas yaitu mengganti nhama anak Pemohon yang
semula bernama Yesi Nabila menjadi Naura Qiswa,;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah
menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang
diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, Pemohon
memohon agar Pengadilan Negeri Suka Makmue mengeluarkan penetapan
tentang perubahan nama anak Pemohon dari Yesi Nabila menjadi Naura
Qiswa dikarenakan anak Pemohon tersebut terlalu sering sakit sehingga
Pemohon khawatir kalau anak Pemohon akan mengalami kesulitan dimasa
depan dikarenakan namanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya
Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-4 yang telah
disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, berikut dengan 2
(dua) orang saksi;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 berupa Kartu Tanda
Penduduk dan Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon adalah
penduduk Gampong Kabu Blang Sapek Kecamatan Suka Makmue
Kabupaten Nagan Raya yang membuktikan bahwa Pemohon adalah
penduduk di Desa tersebut, sehingga sudah tepat bagi Pemohon
mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Suka Makmue karena
tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri
Suka Makmue;
Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta
kelahiran atas nama Yesi Nabila yang menunjukkan bahwa Yesi Nabila
adalah anak Pemohon sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan
permohonan perubahan nama dan bukti P-4 berupa Akta Nikah atas nama
Pemohon Muhammad Yamin dan Erna Suryani bahwa Pemohon dan istri
adalah sebuah keluarga dan pasangan suami istri yang sah;
Menimbang, bahwa dari adanya keterangan saksi-saksi, surat bukti
tertanda P-1 s/d P-4, keterangan saksi-saksi serta berdasarkan keterangan
pemohon di persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta
hukum sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon benar bernama Muhammad Yamin dan istri Erna
Suryani;
2. Bahwa Pemohon benar memiliki anak yang bernama Yesi Nabila;
3. Bahwa Pemohon dan istri adalah pasangan suami istri yang sabh;
4. Bahwa Pemohon dan istri ingin mengganti nama anak Pemohon dari Yesi
Nabila menjadi Naura Qiswa karena anak Pemohon sering sakit sehingga
menghambat pertumbuhannya;
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 yang menyatakan bahwa :
(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan
Pengadilan Negeri tempat pemohon;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan
akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
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(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat
pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan
sipil dan kutipan akta pencatatan;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan
Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi
kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan
status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka diperoleh
kesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang menginginkan perubahan
nama bagi anak Pemohon yang semula bernama Yesi Nabila menjadi Naura
Qiswa maka hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-
Undangan dan dengan pertimbangan demi kesehatan serta masa depan
anak Pemohon agar tidak membebankan si anak dimasa depan dan tidak
terhambat pertumbuhannya karena terlalu sering sakit maka dengan
demikian permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang timbul dikemudian hari
dikarenakan perubahan nama anak Pemohon dari Yesi Nabila menjadi Naura
Qiswa maka hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari
Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul akibat
adanya perkara permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon untuk
membayarnya;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta
segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan

perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta
kelahiran dan Kartu Keluarga dari semula bernama Yesi Nabila menjadi
Naura Qiswa;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp236.000.00,-.

(dua ratus tiga puluh enam ribu) rupiah;
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Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020
oleh Rosnainah, S.H M.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan penetapan
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 7 Februari 2020
Nomor : 10/Pen.Pdt.P/2020/PN Skm, penetapan mana diucapkan pada hari
itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk
umum dengan dibantu oleh Zulkhairi,S.H Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadapan Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI, HAKIM TERSEBUT,

Zulkhairi, S.H Rosnainah, S.H. M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran ............ Rp 30.000,00
2. Biaya panggilan ................ Rp 100.000,00
3. PNBP....ooiiiiii, Rp 10.000,00
4, Sumpah ...........cc Rp 20.000,00
5. Biaya ATK .......coeeiiininnnn, Rp 50.000,00
6. Biaya Materai ................... Rp 6.000,00
7. Biaya Redaksi .................. Rp 10.000,00
8. BiayalegeS........c.cceeevenn.... Rp 10.000,00

Jumlah ... Rp  236.000.00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
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